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Dalam upaya percepatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam hal 
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah melalui Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai implementasi program 
percepatan penanggulangan kemiskinan mengambil langkah inovatif melalui inovasi Operasi 
Daerah Selesaikan Kemiskinan. Program ini didasarkan pada salah satu Misi Provinsi Sulawesi 
Utara yaitu Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri 
yang juga dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-
2021. Dan dalam menunjang akan program tersebut dikeluarkanlah Peraturan Gubernur 
Sulawesi Utara Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang didalam peraturan tersebut termuat berbagai 
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang telah ditetapkan dan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat miskin. Yang menjadi upaya dalam program tersebut dan yang merupakan 
inovasi daerah yaitu : 1) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin/KIS; 2) Pemberian Bea 
Siswa Miskin SD/MI, SLTP/MT, dan SMU/SMK; 3) Bantuan Operasional Sekolah/BOSDA; 4) 
Peningkatan Infrastruktur Dasar di 15 Kabupaten/Kota; 5) Penguatan dan Pengembangan 
Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumberdaya Lokal dan Industri Kreatif; 6) Pelatihan Tenaga 
Kerja Bidang Keahlian Khusus; 7) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RTLH untuk 1000 
rumah; dan  8) Pemberian Transfer of Asset Rumah Tangga Miskin. Dengan menggunakan 
metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji untuk mengetahui dan 
menguraikan apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan 
melalui pelaksanaan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan guna penanggulangan 
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Kajian ini akan menggunakan pendekatan yang 
dikemukakan oleh George Edward III (2003), tentang indicator untuk melihat sebuah 
implementasi sebuah kebijakan yang terdiri dari empat variabel, yakni: Komunikasi, 
Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa 
faktor yang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan melalui 
pelaksanaan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan guna penanggulangan kemiskinan 
di Provinsi Sulawesi Utara adalah factor komunikasi yang sudah berjalan baik, sumberdaya yang 
dimiliki sudah memadai, dari indkator disposisi juga sudah baik, dan struktur birokrasinya juga 
sudah baik. 
 




In an effort to accelerate the realization of community welfare, especially in terms of 
poverty alleviation in North Sulawesi Province, the regional government through the Regional 
Planning and Development Agency of North Sulawesi Province as an implementation of the 
accelerated poverty reduction program took innovative steps through the innovative Regional 
Operation to Resolve Poverty. This program is based on one of the Missions of the Province of North 
Sulawesi, namely Realizing a high, advanced and independent equitable distribution of community 
welfare which is also outlined in the Regulation of the Governor of North Sulawesi No. 3 of 2016 
concerning the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of North Sulawesi Province 
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2016-2021. And in support of this program, the Governor of North Sulawesi Regulation Number 
22a of 2016 on Regional Operations Poverty Alleviation Strategies for Resolving Poverty in this 
regulation contains various efforts to accelerate regional poverty reduction that have been 
determined and involve various stakeholders with the aim of increasing economic activity and 
welfare of the poor. Efforts in the program and regional innovations are: 1) Health insurance for 
the poor / KIS; 2) Providing scholarships for poor SD / MI, SLTP / MT, and SMU / SMK students; 3) 
School Operational Assistance / BOSDA; 4) Improvement of Basic Infrastructure in 15 Regencies / 
Cities; 5) Strengthening and Development of Small and Medium Enterprises based on Local 
Resources and Creative Industries; 6) Special Skills Workforce Training; 7) Construction of 
uninhabitable houses / RTLH for 1000 houses; and 8) Providing Transfer of Assets for Poor 
Households. Using qualitative methods (Moleong, 2017), this study will examine and describe what 
are the determining factors for success in poverty reduction through the implementation of the 
Regional Operations Program to Resolve Poverty for poverty alleviation in North Sulawesi 
Province. This study will use the approach proposed by George Edward III (2003), regarding 
indicators to see the implementation of a policy which consists of four variables, namely: 
Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research findings 
illustrate that the factors that determine success in poverty reduction through the implementation 
of the Regional Operations Program to Resolve Poverty for poverty reduction in North Sulawesi 
Province are communication factors that have been running well, the resources are adequate, the 
disposition indicators are good, and the structure is good. the bureaucracy is good too. 
 




Dalam Undang Undang Dasar Repubik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan 
bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam mengatasi 
masalah tersebut pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan kebijakan yang termuat 
dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Fakir Miskin. 
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang No 13 Tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin.  
Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di 
Indonesia. Program-program, kebijakan maupun strategi dibuat guna menanggulangi 
kemiskinan. Contohnya seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program 
Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Dana Desa, dan lain 
sebagainya.  
Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga mempunyai masalah 
kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini juga perlu dianggap serius oleh pemerintah 
khususnya pemerintah daerah karena melihat angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi 
Utara  menurut data Badan Pusat Statistik Povinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 berjumlah 
208.54 ribu jiwa atau sekitar 8.65% dari jumlah penduduk Sulawesi Utara.  
Hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya data based penduduk miskin by name by 
address yang akurat oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik, 
serta belum adanya pemetaan dan sinergitas mengenai masalah kemiskinan oleh pelaksana 
program, pemangku kepentingan atau stakeholder terkait yang berpengaruh pada penentuan 
program penanggulangan kemiskinan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.  
  Pemerintah Daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang melaksanakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan hak otonom untuk 
menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. 
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan di daerah. Urusan pemerintahaan sendiri terdiri atas urusan 
 
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum. Yang 
menjadi kewenangan daerah berada pada urusan konkruen dimana pemerintah daerah 
diberikan hak untuk mengurus urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 
Urusan pemerintahan wajib sendiri yaitu berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib 
diselenggarakan oleh semua daerah karena pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 
kesejahteran, pekerjaan, dan lain sebagainya. 
Di dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 
kepala daerah yang merupakan unsur penting dalam melaksanakan urusan tersebut karena 
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam melaksanakan urusan 
tersebut kepala daerah tidak dapat bekerja sendiri, tentunya dibantu dengan Perangkat Daerah. 
Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara kepala daerah dengan perangkat daerah dalam 
melaksanakan berbagai urusan wajib terlebih pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari 
daerah.  
Untuk melaksanaan kewenangan-kewenangan di daerah, pemerintah daerah dituntut harus 
bekerja sesuai dengan kewajibannya demi tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik 
terlebih dapat mensejahterakan masyarakatnya. Tentu diperlukan program-program maupun 
kebijakan terlebih langkah-langkah yang inovatif dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut 
terlebih dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di provinsi Sulawesi Utara. 
Inovasi daerah merupakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah karena untuk mencapai tujuan tersebut inovasi daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 
Dalam upaya percepatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam hal 
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah melalui Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai implementasi program 
percepatan penanggulangan kemiskinan mengambil langkah inovatif melalui inovasi Operasi 
Daerah Selesaikan Kemiskinan – Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu (ODSK Hebat). 
Program ODSK ini merupakan strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam upaya 
percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di provinsi Sulawesi Utara. 
Program ini didasarkan pada salah satu Misi Provinsi Sulawesi Utara yaitu Mewujudkan 
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri yang juga dijabarkan 
dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021. Dan dalam 
menunjang akan program tersebut dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 
22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah 
Selesaikan Kemiskinan yang didalam peraturan tersebut termuat berbagai upaya percepatan 
penanggulangan kemiskinan daerah yang telah ditetapkan dan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat 
miskin. Yang menjadi upaya dalam program tersebut dan yang merupakan inovasi daerah yaitu : 
1) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin/KIS 2) Pemberian Bea Siswa Miskin SD/MI, 
SLTP/MT, dan SMU/SMK 3) Bantuan Oerasional Sekolah/BOSDA 4) Peningkatan Infrastruktur 
Dasar di 15 Kabupaten/Kota 5) Penguatan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis 
Sumberdaya Lokal dan Industri Kreatif 6) Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Keahlian Khusus 7) 
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RTLH untuk 1000 rumah 8) Pemberian Transfer of 
Asset Rumah Tangga Miskin.  
Dalam melaksanakan program ini, tim pengentasan kemiskinan Sulawesi Utara melakukan 
peninjauan langsung kondisi masyarakat miskin berbasis data terpadu penduduk miskin sebagai 
data awal. Selanjutnya data tersebut dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait 
untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan berdasarkan 
basis data terpadu terbaru. Dengan adanya program ODSK, perangkat daerah diharapkan 




A. Konsep Inovasi 
 Pengertian Inovasi 
Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu 
atau kelompok masyarakat. Inovasi merupakan bagian integral bagi suatu organisasi, karena 
bukan hanya digunakan sebagai motor penggerak keberlangsungan organisasi, melainkan juga 
sebagai bentuk kemampanan dalam berkompetisi dengan organisasi lain. United Nations 
Departement of Economic And Social Affairs (2006) memberikan analisis tentang inovasi sebagai 
bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat 
dan daerah khususnya di bidang pelayanan dan pada saat ini berlangsung di berbagai penjuru 
dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi administrasi publik. 
Pertukaran dan berbagi pengalaman inovatif ini dapat menciptakan "pengetahuan baru" yang 
dapat diakses oleh negara-negara di seluruh dunia. 
Menurut Gopalakrishan dan Damanpur (dalam Noor, 2017:84) mengungkapkan, inovasi 
pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan- gagasan baru, 
produk, metode atau bentuk pelayanan. Inovasi adalah perubahan yang direncanakan, yang 
bertujuan untuk memperbaiki prakter-praktek. Dengan demikian, kata kunci dalam inovasi 
adalah perubahan. Perubahan dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan sumua jenjang 
dan sektor dibidang yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Albury (2003) menyatakan 
secara sederhana bahwa inovasi sebagai new ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi 
berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya 
harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-aoa apabila tidak 
diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya (Rumahorbo, 2016 : 14).  
Menurut Suwarno (2007) terlepas dari perbedaan pemahaman akan inovasi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa inovasi tidak akan terlepas dari : 
1. Pengetahuan baru  
Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah 
sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor yang penting dalam penentu 
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. 
2. Cara baru 
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk 
memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti 
cara lama yang sebelumnya berlaku.. 
3. Objek baru 
Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik 
(berwujud/tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible) 
4. Teknologi baru 
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari 
hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif 
biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut. 
5. Penemuan baru  
Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi 
hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang 
sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan (Noor, 2017:87). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan produk dari semua 
hal yang baru yang berbeda dari sebelumnya baik berupa pengetahuan baru, cara baru, objek 
baru, terknologi baru, maupun penemuan baru. Suatu inovasi harus memiliki manfaat karena 
inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari 
kehadirannya. 
 
 Karakteristik Inovasi 
Menurut Rogers (1983) yang dikutip Noor (2017:92) mendefinisikan beberapa 
karakteristik intrinsik inovasi, antara lain : 
1) Keunggulan relatif (relative advantage), yaitu derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih 
baik/unggul dari yang pernah ada sebelumnya. 
 
2) Kompatibilitas (compatibility), yaitu inovasi sebaiknya mempunyai sifat kesesuaian 
dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta 
merta dibuang begitu saja, selain  karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun 
juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu 
juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu 
secara lebih cepat. 
3) Kerumitan (complexity), yaitu derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit 
untuk dipahami dan digunakan. 
4) Kemampuan diuji cobakan (trialability), yaitu derajat dimana suatu inovasi dapat diuji-
coba dalam batas tertentu. 
5) Kemampuan diamati (observability) yaitu derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat 
oleh orang lain. 
Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau 
memproduksi sesuatu. Dalam penelitian ini, inovasi harus memenuhi ciri-ciri terhadap aspek 
kemanfaatan, kesesuaian, kompleksitas, aplikasi dan pengamatan inovasi tersebut. Dimensi 
terhadap karakteristik tersebut menjadi acuan penelitian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya 
lima aspek tersebut terhadap inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di 
Provinsi Sulawesi Utara. melalui Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. 
 
 Faktor Pendukung Inovasi 
Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti yang dijelaskan Rogers, 
antara lain : 
a) Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak 
tahu menjadi tahu. 
b) Adanya pembimbing yang berawawasan luas dan kreatif 
c) Tersedianya sarana dan prasarana (Rumoharbo, 2016 : 24). 
 
 Inovasi Pemerintahan Daerah 
Di Indonesia, pemerintahan lokal disebut juga dengan pemerintah daerah yang menurut UU 
Nomor 23 Tahun 2014  Pasal 1 (3) berarti bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan definisi 
tersebut, bahwa pemerintah daerah adalah unsur eksekutif yang menyelenggarakan 
pemerintahan di daerah (Widjaja, 2007:307). 
Sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, inovasi 
pemerintahan daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Inovasi daerah merupakan proses meningkatkan 
kemampuan penciptaan nilai dan potensi pertumbuhan melalui penguatan inovatif kompetensi 
oleh proses kreatif daerah. Menurut Kim, dalam inovasi pemerintah daerah tidak boleh bermain 
dalam inovasi yang sama dengan daerah lain. Konsepsi ini perlu dikembangkan dikarenakan : 
1) Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dirinya, khususnya berkenaan dengan 
peningkatan pelayanan publik. Terlebih dengan  keluarnya Peraturan Pemerintah No. 6 
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu 
diperlukan strategi kebijakan untuk memahami hal ini. 
2) Pemerintah daerah umumnya selalu mengikuti pola yang sama dalam menerapkan perilaku 
baru dalam pelayanan publik (Noor, 2017 : 112). 
Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah membuat suatu inovasi guna penanggulangan 
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, 
karena melihat data kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara cukup tinggi. 
 
B. Konsep Kemiskinan 
Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, 
yaitu: 1) kemiskinan ( proper), 2) ketidakberdayaan ( powerless), 3) kerentanan menghadapi 
situasi darurat ( state of emergency), 4) ketergantungan ( depen-dence), dan 5) keterasingan 
( isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya 
hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, 
 
seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan 
terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan 
ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chambers dalam Nasikun;2001). 
Kemiskinan, menurut Nasikun (2001) pada dasarnya dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu : 
a. Kemiskinan absolut, yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup 
untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan 
untuk bisa hidup dan bekerja. 
b. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang 
belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada 
pendapatan. 
c. Kemiskinan kultural, yaitu : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat 
yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 
kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. 
d. Kemiskinan struktural yaitu : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses 
terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang 
tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya 
kemiskinan. 
Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy (2004) kemiskinan struktural lebih banyak 
menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. 
Menurut Mas’oed (1997) kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan 
alamiah dan kemiskinan buatan (artificial), yaitu : 
a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, 
serta keadaan tanah yang tandus. 
b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan 
yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas 
ekonomi yang ada secara merata 
Salim (1980) mengemukakan bahwa karakteristik kelompok (penduduk) miskin yaitu: 
1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, 
dan keterampilan, 
2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 
3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), 
setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), 
4) Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan ( slum area), dan 
5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan 
kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, 
angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya. 
Strategi untuk mengatasi kemiskinan tidak lepas dari strategi pembangunan yang dianut 
suatu negara. Program-program yang telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan seringkali 
tidak memberikan hasil yang menggembirakan karena adanya perangkap kemiskinan ( poverty 
trap) yang tidak berujung. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan dipandang sebagai 
masalah yang multidimensi, maka penyebabnya juga bersifat multi dimensi. Dengan latar 
belakang kondisi geografis, potensi sumber faktor-faktor ekonomi, masalah sosial budaya yang 
berbeda untuk masing-masing wilayah, maka pendekatan penanggulangan masalah kemiskinan 
tentu saja tidak bisa diseragamkan. Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi dan penyebab 
kemiskinan sangat penting dilakukan agar dapat disusun strategi penanggulangan kemiskinan 
yang tepat. 
Nasikun (2001) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, 
yaitu: 
1. Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui 
pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan anti 
kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan. 
2. Socio-economic dualism: negara eks-koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi 
kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala 
besar dan berorientasi ekspor. 
 
3. Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan 
penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung. 
4. Recources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya 
alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan 
produktivitas. 
5. Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan 
kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan 
kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-
menerus. 
6. The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih 
dianggap sebagai golongan kelas kedua sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang 
diberikan lebih rendah dari laki-laki. 
7. Cultural and ethnic factors: bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara 
kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, 
serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan. 
8. Explotative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir 
(lintah darat). 
9. Internal political fragmentation and civil stratfe: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu 
daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. 
10. International processes: bekerjanya sistemsistem internasional (kolonialisme dan 
kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin. 
Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan 
disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu: 
a. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya 
menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. 
b. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah 
dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan 
maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 
c. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, 
listrik, dan komunikasi di pedesaan. 
d. Financial assets: berupa tabungan ( saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha. 
e. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini 
kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. 
Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal lebih banyak 
melibatkan faktor sumberdaya manusianya, sedangkan faktor eksternal menunjukan kondisi 
yang lebih kompleks karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Oleh karenanya, 
program penanggulangan kemiskikan akan berjalan efektif apabila memperhatikan unsur 
kedua-duanya. Kebijakan yang keliru dapat menyebabkan suatu keadaan kemiskinan yang 
semakin mengkhawatirkan. 
Menurut Gunawan Sumodiningrat (2000), masyarakat miskin secara umum ditandai 
(disebabkan) oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal : 
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, 
pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation). 
2. Melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness). 
3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (inacceribility). 
4. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, 
mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik 
(vulnerability); dan 
5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai 
martabat dan harga diri yang rendah (no freedom for poor). 
Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang 
bermuara pada hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati kesejahteraan secara 
bermartabat. Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara 
lain: 
 
1) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang 
berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada di masyarakat 
sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat; 
2) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang 
tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan 
dan gizi yang buruk; dan 
3) Kemiskinan alamiah, yaitu kemisikinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun 
geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian 
daerah. 
Oleh karena itu selain pemahaman tentang kemiskinan secara universal, maka diperlukan 
pula pengertian kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh komunitas setempat dan 
pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, 
penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat 
lebih obyektif dan tepat sasaran. 
 
C. Penanggulangan Kemiskinan 
Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah 
dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan 
penyelenggaraan berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut 
mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan 
pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir 
sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha.  
Pada tahun 2010, dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah 
kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan 
kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan 
secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 
Dalam hal ini, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara yaitu Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). 
 
D. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proram Penangulangan Kemiskinan  
Faktor yang mempengaruhi sebuah kerhasilan suatu program dipengaruhhi oleh 
implementasi dari sebuah kebijakan yang dibuat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang 
untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi 
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004). Setiap 
perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi 
dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi.  
Pengertian Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (2003) adalah: “Policy 
implementation as we haveseen is the stage of policy making between the establishment of a policy 
such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a 
judisial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequens of the policy for the 
people whom it affects.” Jadi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan 
(Pioh, dkk: 2020). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. 
Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. 
1. Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa 
yang harus dilakukan.  Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 
kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali 
oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
 
2. Sumber daya 
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,tetapi apabila 
implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,implementasi tidak akan berjalan 
efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi 
implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi 
kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen 
saja. 
3. Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 
tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan 
bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul 
dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya 
komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. 
4. Struktur birokrasi 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari 
setiap organisasi adalah adanya (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi 
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang 
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 
yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel.Tahapan implementasi kebijakan Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan 
kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 
Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang 
berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari 
lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. 
 
E. Tinjauan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan tantangan dan permasalahan pembangunan yang krusial di Provinsi 
Sulawesi Utara. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 prosentase penduduk miskin di Provinsi 
Sulawesi Utara cenderung meningkat dari angka 8,26% menjadi 8,98%. Meningkatnya jumlah 
penduduk miskin hingga mencapaai angka 8.98% atau 208.540 jiwa dari total penduduk 
Sulawesi Utara sejumlah 2.436.921 jiwa merupakan angka psikologis tertinggi yang 
mempresentasikan masih kurang efektifnya program pembangunan di sektor kemiskinan, 
meskipun harus diakui bahwa komitmen pemerintah untuk program penanggulangan 
kemiskinan cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai variable, antara lain : 
1. Belum tersedianya database penduduk miskin by name by address,  update, akurat yang 
dapat diakses oleh semua pengambil kebijakan. 
2. Penentuan kegiatan penanggulangan kemiskinan di setiap perangkat daerah belum 
melalui proses cascading sehingga justifikasi terhadap pentingnya penyelenggaraan 
kegiatan cenderung lemah. 
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum melakukan pemetaan kemiskinan yang 
mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan belum menyentuh masalah 
mendasar yang terjadi pada masyarakatt. 
4. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara belum 
dilaksanakan secara bersinergi oleh para pelaksana program / pemangku kepentingan 
atau stakeholder terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Sulawesi Utara 
Keempat variabel tersebut menjadi pemicu utama kurang berhasilnya program 
penanggulangan kemskinan sehingga meskipun alokasi anggaran yang digelontorkan dari APBD 
Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten/Kota cukup besar, ternyata belum efektif dalam 
menurunkan jumlah penduduk miskin. Permasalahan ini menjadi perhatian utama Gubernur 
Sulawesi Utara sehingga ditetapkan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka 
 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yang menjadi dasar pelaksanaan 
pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan Bappeda 
sebagai leading sector. 
Dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 
2016 sampai dengan 2019 penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai prioritas 
pembangunan daerah pertama, hal ini sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 
2019 “Pemerataan Untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang juga Penanggulangan Kemiskinan 
merupakan program prioritas nasional pertama. Dengan adanya inovasi Operasi Daerah 
Selesaikan Kemiskinan Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu (ODSK Hebat), perangkat 
daerah lebih terarah dalam melakukan perencanaan program yang berbasis penanggulangan 
kemiskinan sesuai dengann amanat money follow priority program. Output dan outcome dari 
inovasi ODSK Hebat adalah : Data terpadu Penduduk Miskin yang Akurat, uodate dan bisa 
diakses oleh para pengambil keputusan; Tersalurnya aspirasi dan pengaduan masyarakat 
kepada OPD/Stakeholder/Wakil Rakyat dalam pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan untuk menjadi lokasi prioritas; tersedianya data dan informasi yang akurat bagi 





Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), yang akan mengkaji untuk 
mengetahui dan menguraikan apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan dalam 
penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Operasi Daerah Selesaikan 
Kemiskinan guna penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Kajian ini akan 
menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George Edward III (2003), tentang indicator 
untuk melihat sebuah implementasi sebuah kebijakan yang terdiri dari empat variabel, yakni: 
Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dan dilanjutkan dengan 




A. Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Program Penanggulangan Kemiskinan 
Strategi atau upaya penanggulangn kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang 
dikemas dalam inovasi Program Operasi daerah Selesaikn Kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
Utara sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan dengan adanya program penanggulangan 
kemiskinan ini angka kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan yang 
dibuktikan dengan hasil yang di publikasikan dalam situs Badan Pusat Statistik Provinsi 
Sulawesi Utara. Tentunya dalam pelaksanaan program ini bisa dilihat dengan capaian kinerja 
dari Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan melihat faktor apa saja yang 
membuat sehingga program ini berhasil dengan menggunakan teori dari George Edward (III) 
tentang Implementasi Kebijakan dimana Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 
Variabel, yakni : (1) Komunikasi sebagai penghubung agar Implementasi sebuah kebijakan dapat 
berjalan dengan baik (2) Sumberdaya sebagai penunjang agar implementasi dapat terlaksana 
(3) Disposisi/watak khususnya karakter Implementor menunjang terlaksananya sebuah 
kebijakan agar terarah dan disiplin maka kebijakan yang dijalankan sesuai dengan apa yang 
diinginkan (4) Struktur Birokrasi pula sebagai indikator penunjang dalam Implementasi 
Kebijakan yang diambil suatu organisasi dengan mengikuti SOP atau  standart operating 
procedures yang berlaku.  
1. Komunikasi 
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seorang pembuat program 
kepada pelaksana program (implementor). Komunikasi yang berjalan efektif akan menciptakan 
kesamaan pandangan dan pemikiran antara pembuat dan pelaksana program mengenai arti, 
maksud, tujuan dan sasaran dari program yang akan dilaksanakan. Informasi program ini 
 
disampaian kepada para pelaksana program agar mereka dapat mengetahui arti, maksud, tujuan 
dan arah program serta kelompok yang menjadi sasaran program, sehingga dapat 
mempersiapkan dan merencanakan program agar dapat diimplementasikan dengan benar 
sesuai tujuan yang diharapkan.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan inovasi program 
Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini pusat informasi dipegang oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang menjadi stakeholder utama pembuat program yang dalam 
kepengurusan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi 
Sulewesi Utara. Dan untuk mendukung kelancaran arus informasi dari pembuat program kepada 
kelompok sasaran, maka informasi dijelaskan kepada para pelaksana program yang semuanya 
itu masuk dalam Tim TKPKD yang dimana semua SKPD yang terlibat dalam TKPKD memiliki 
program penanggulangan kemiskinan. Kemudian untuk menjelaskan program ini kepada 
kelompok sasaran, para pelaksana melakukan proses sosialisasi program, yang mengharapkan 
kelompok sasaran dapat mengetahui maksud dan tujuan program sehingga imlementasi di 
lapangan dapat berjalan dengan efektif. 
Komunikasi ini menghendaki bahwa agar program yang ditransmisikan kepada para 
pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terikat langsung maupun tidak langsung 
terhadap program Penanggulangan Kemiskinan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara 
mereka dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta 
substansi dari program tersebut. Dalam konteks penelitian ini, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah sebagai pembuat program harus menjelaskan secara detail dan rinci 
mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran serta tahapan program Operasi Daerah Selesaikan 
Kemiskanan yang akan dilakukan kepada para implementor program dan masyarakat yang 
menjadi kelompok sasaran. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya proses komunikasi yang berjalan secara 
intensif. Komunikasi yang dimulai dari penjelasan program oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah kepada para pelaksana program, yang mampu memahami dan 
mengetahui informasi terkait program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dengan baik. Para 
pelaksana program ini yang mengetahui proses awal perencanaan program, pembuatan strategi 
yang tepat untuk dijalankan sampai pada penerapan program di lapangan. 
Jadi dapat dilihat dalam hasil wawancara yang saya lakukan bahwa, komunikasi antar 
stakeholder dalam rangka penanggulanngan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik. 
Mengapa saya katakan baik, karena dari mulai proses sosialisasi dengan semua SKPD disana ada 
kesepakatan untuk menggunakan data sasaran yang sama tidak seperti sebelum menggunakan 
program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini yang menggunakan data masing-masing 
SKPD yang menjalankan program penanggulangan  kemiskinan bahkan dalam penentuan 
sasaran penerima bantuan disepakati bersama dengan acuan data yang sama. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil dari program ini mampu  menekan angka kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara 
yang dapat kita lihat pada hasil Sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.  
 
2. Sumberdaya 
Sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keefektifan 
pelaksanaan program. Karena walaupun sebagus apapun suatu program itu dibuat tapi tidak 
didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai tetap saja akan sangat sulit untuk 
diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari George C. Edward III yang menegaskan 
dan meyakini bahwa faktor sumberdaya ini sangat signifikan terhadap proses pelaksanaan 
program tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa macam sumberdaya yang 
mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. 
a. Sumberdaya Manusia 
Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan 
juga kegagalan pelaksanaan program. Sumberdaya manusia ini harus tercukupi secara kuantitas 
(jumlah) maupun kualitas (keahlian). Karena efektivitas pelaksanaan program itu tergantung 
pada sumberdaya manusia atau aparatur yang bertanggung jawab melaksanakan program. 
Meskipun pelaksanaan program telah jelas dan program yang ditransformasikan juga tepat, 
namun jika sumberdaya manusia yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas maka tidak 
 
akan berjalan efektif seperti apa yang diharapkan. 
Sumberdaya manusia juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, 
pelaku program tidak hanya cukup mengetahui informasi mengenai cara melaksanakan 
program tersebut saja, tapi juga harus mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain 
yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan yang berlaku. Sumberdaya manusia yang 
terlibat dalam pelaksanaan dari Inovasi Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan  ini 
adalah dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertanggungjawab pada 
program tersebut.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pelaksana program atau sumberdaya 
manusia secara kualitas dari segi keahlian dan kemampuan sudah baik karena SKPD yang 
terlibat sudah pernah menangani permasalahan kemiskinan. Jadi secara kualitas para pelaksana 
ini mampu menguasai strategi penanggulangan kemiskinan, memiliki pemahaman mengenai 
program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, dan mampu berkoordinasi secara horizontal 
maupun vertikal dengan dinas lain yang terkait. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
ketersediaan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program Operasi Daerah 
Selesaikan Kemiskinan sudah memadai karena meraka memahami dengan benar apa yang 
menjadi substansi dari Program yang dilaksanakan. 
b. Sumberdaya Anggaran (Dana) 
Selain sumberdaya manusia, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan 
program adalah sumberdaya dana yang diperlukan untuk biaya operasionalisasi pelaksanaan 
program. Terbatasnya anggaran yang tersedia dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang 
optimalnya tugas dan fungsi para pelaku program, karena mereka tidak mendapatkan insentif 
sesuai dengan yang diharapkan yang akhirnya dapat menyebabkan kegagalan program. 
Berdasarkan hasil penelitian, telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Operasi 
Daerah Selesaikan Kemiskinan ini sumber dana utama berasal dari APBD Provinsi Sulawesi 
Utara. Dana tersebut dipergunakan oleh SKPD sebagai dana penunjang opersional dan dana 
bantuan untuk kelompokm sasaran. 
Berdasarkan uraian sumber dana tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketersediaan 
anggaran atau dana dalam  pelaksanaan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan sudah 
memadai dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan program.  
c. Sumberdaya Peralatan (Fasilitas) 
Sumberdaya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi 
pelaksanaan program yang dapat berupa gedung, tanah, dan sarana lainnya yang berhubungan 
dengan program tersebut dan memberikan pelayanan dalam implementasi program. Menurut 
George Edwards III, dengan terbatasnya jumlah fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan program, maka akan menyebabkan kegagalan  dalam  pelaksanaan. Karena dengan 
terbatasnya fasilitas ini, akan terjadi kesulitan dalam mencari informasi yang akurat, tepat, 
handal dan dapat dipercaya dan akan merugikan pelaksanaan akuntabilitas.  
Dalam penelitian ini, fasilitas yang dimaksud dalam pengimplementasian program Operasi 
Daerah Selsaikan Kemiskinan yang dibutuhkan seperti tersedianya kendaraan operasional, 
Basis Data Terpadu, Komputer/Laptop, Printer, Kamera bahkan hal lainnya yang berhubungan 
dengan  program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan  tujuan  program  Operasi Daerah 
Selesaikan kemiskinan ini yaitu Penurunan Angka Kemiskinan. Untuk fasilitas yang diberikan 
kepada kelompok sasaran, tergantung pada data yang diterima. Jadi tidak semua kelompok 
sasaran menerima fasilitas yang sama. 
Berdasarkan  uraian  mengenai sumberdaya fasilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan program Operasi Daerah Selesaikan 
Kemiskinan ini telah memadai dan berpengaruh untuk operasional pelaksanaan program. 
 
3. Disposisi 
Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku program untuk 
melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat 
terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku program yang manakala tidak hanya 
menguntungkan organisasi namun juga diri sendiri. Setiap pelaku program akan mengetahui 
 
bahwa program tersebut akan menguntungkan organisasi dan dirinya, ketika seseorang cukup 
akan pengetahuan dan sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan 
pemahaman program akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh atau bahkan menolak 
terhadap program. Sikap seperti inilah yang akan memunculkan disposisi pada para pelaku 
program. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dari para pelaksana Program 
Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini sesuai dengan tupoksi bahkan SOP yang berlaku.  
Para pelaksana program disini juga tidak hanya sekedar menerima program tersebut, namun 
dalam pelaksanaannya mereka sebagai implementor utama dalam menjalankan program ini 
Selain itu para  pelaksana juga mengetahui dan memahami secara mendalam tentang standar 
umum maksud dan tujuan program, mereka juga mengetahui arah disposisi yang akan 
diimplementasikan. 
Sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan 
ini cukup baik. Mereka paham dan mengetahui bahwa program ini merupakan strategi yang 
dibuat pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di provinsi sulawesi utara. Pemahaman 
tersebut secara tidak langsung mengarahkan pada respon mereka yang mendukung 
pelaksanaan program tersebut, yang ditunjukkan dengan dukungan, kesediaan dan kemampuan 
untuk selalu melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk 
mencapai kesatuan gerak langkah dan keefektifan program. 
Jadi berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diinterpretasikan bahwa disposisi atau 
sikap para pelaksana program disini menunjukkan tanggapan yang positif dan baik mengenai 
program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. Dan hal ini juga didukung dengan respon 
mereka dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
 
4. Struktur Birokrasi 
Peranan lembaga sebagai birokrasi pelaksana dalam proses pelaksanaan program memang 
tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu program telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu 
sistem untuk melaksanakan program tersebut, sistem inilah yang disebut sebagai birokrasi. 
Struktur birokrasi dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat George C. Edward III, 
dimana menurut Edward, struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu standart 
operating procedures (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau 
prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksana kebijaksanaan. 
Dalam SOP ini perlu dihindari munculnya “fragmentation” yang sering terjadi dalam suatu 
organisasi-organisasi, namun hal ini bisa diatasi melalui mekanisme koordinasi. 
Keberhasilan pelaksanaan program yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama yang 
baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat merintangi koordinasi 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang kompleks. Demikian pula jika tidak jelasnya 
standart operating procedure (SOP), baik menyangkut mekanisme, sistem dan  prosedur 
pelaksanaan program, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab diantara 
para pelaku dan  tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, 
maka ikut pula menentukan kegagalan implementasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam  program Operasi Daerah 
Selesaikan Kemiskinan ini diatur dalam PerGub Sulut nomor 22a tahun 2016 tentang Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang didalamnya 
menjelaskan mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
hal Penanggulangan Kemiskinan yang dalam kepengurusannya diatur dalam KepGub Sulut 
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 
2016-2021. Selain dari PerGub tersebut, mengenai tugas, pokok dan fungsi dari pelaksana 
program diatur masing-masing dalam Peraturan Gubernur tentang tupoksi dari setiap SKPD. 
Dari hasil temuan di lapangan, dapat diinterpretasikan bahwa struktur birokrasi yang 
mengatur pelaksanaan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini sangat jelas 
mekanisme dan sistemnya. Pembagian tugas pokok dan fungsi setiap aktor yang terlibat juga 
jelas dan terorganisir dengan rapih. Dimana adanya struktur yang bersifat horizontal dan 
vertikal. Sehingga pelaksanaan dan pengawasan program berjalan dengan baik, diikuti dengan 
tanggungjawab yang harus dipegang.  
 
Selain keempat faktor yang diuraikan di atas, peneliti juga menemukan factor lain yang 
menunjang akan keberhasilan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi 
Utara melalui inovasi program operasi daerah selesaikan kemiskinan yang diuraikan sebagai 
berikut. 
1. Politik 
Faktor politik merupakan hal yang penting dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dukungan 
politik dapat dilihat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para stakeholder 
memerlukan peranan politis untuk bisa menguatkan dan mensuport agar kebijakan yang 
diambil dapat berjalan dan dipercaya. Dukungan politik sangat berpengaruh dalam keberhasilan 
sebuah program maupun kebijakan.  
Faktor politik dalam hal ini mengarah kepada DPRD yang merupakan bagian dari 
pemerintahan daerah dimana anggota DPRD merupakan representatif atau wakil dari rakyat 
yang dipilih secara langsung dalam pemilu. DPRD memiliki Tugas sebagai lembaga legislatif yang 
melaksanakan peran sebagai fungsi pengwasan, perancang peraturan atau produk hukum 
daerah, dan  melaksanakan fungsi budgeting atau penganggaran.  
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwa DPRD melaksanakan tugas 
dan fungsinya secara baik itu bisa dilihat dari disahkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD 
Sulut tahun 2016-2021 yang pada dasarnya memuat rencana pembangunan di Provinsi Sulawesi 
Utara termasuk didalamnya tentang penanggulangan kemiskinan di daerah. Karena RPJMD 
dijadikan pemerintah daerah atau perangkat daerah maupun Gubernur menjadikan acuan 
dalam membuat peraturan gubernur tentang operasi daerah selesaikan kemiskinan. Yang 
dimana dalam program operasi daerah selesaikan kemiskinan ini mendapatkan alokasi dana 
lewat APBD Provinsi yang disahkan bersama-sama setiap tahunnya dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD ditahun berjalan. Faktor politik disini juga bukan hanya kepada DPRD saja, tetapi 
seluruh Kabupaten/Kota diarahakan untuk bersama-sama menggunakan program yang sama 
dalam penanggulangan kemiskinan yaitu Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang 
disepakati dalam MOU bersama 15 Kabupaten/Kota bahkan sampai kepada desa/kulurahan.  
Dapat disimpulkan bahwa faktor politik merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 
keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dibuat untuk dilaksanakan. Tanpa adanya 
dukungan politik maka sebuah program tidak akan berjalan dengan maksimal. 
 
2. Partisipasi Masyarakat  
Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu 
indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima 
program. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan 
masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi 
manusia. Dengan kata lain, partisipasi dalam suatu kebijakan publik selalu berkaitan dengan 
masyarakat sebagai objek yang dituju dari suatu kebijakan, karena secara esensial kebijakan itu 
dilahirkan dalam kerangka dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Perwujudan 
kepentingan masyarakat ini tidak lain merupakan ekspresi dari penghargaan terhadap hak asasi 
manusia dari setiap individu masyarakat sebagai subjek pembangunan. 
Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat 
dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya 
mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang 
terjadi. 
Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi kebijakan diartikan sebagai pemerataan 
sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, kerja, uang tunai dan atau bentuk lainnya yang 
sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan. Dalam proses 
pembangunan, tahap implementasi sebagai kelanjutan dari proses perencanaan akan 
menentukan apakah suatu kebijaksanaan atau program pembangunan dapat terwujud sesuai 
dengan perencanaan dan perwujudannya mencapai hasil sesuai dengan tujuan suatu program 
pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa masyarakat turut mengambil bagian 
dalam proses pelaksanaan program operasi daerah selesaikan kemiskinan ini . Dilihat dari 
penerima bantuan atau yang menjadi sasaran program mereka merasa puas dan terbantu dalam 
 
keberlangsungan kehidupan mereka, begitupula dengan bentuk-bentuk pelatihan yang di 
berikan pemerintah kepada kelompok sasaran, mereka dilatih untuk dapat mengembangkan 
potensi yang ada, diberikan modal usaha agar perekonomian mereka terbantu.  
Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan sangat 
diperlukan, karena berhasil tidaknya kebijakan antara lain ditentukan eleh partisipasi aktif 
masyarakat dari seluruh masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam implementasi 
kebijakan publik, baik dalam bentuk sumbangan berupa uang atau harta benda, tenaga, 
termasuk ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama mutlak diperlukan. Dengan 
demikian, partisipasi masyarakat dalam kebijakan memegang peranan penting untuk menjamin 
keberlanjutan masa depan kebijakan itu sendiri. 
 
B. Inovasi  
Inovasi daerah merupakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah karena untuk mencapai tujuan tersebut inovasi daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 
Dalam upaya percepatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam hal 
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah melalui Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai implementasi program 
percepatan penanggulangan kemiskinan mengambil langkah inovatif melalui inovasi Operasi 
Daerah Selesaikan Kemiskinan – Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu (ODSK Hebat). 
Program ODSK ini merupakan strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam upaya 
percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di provinsi Sulawesi Utara. 
Untuk melihat apakah program ini dikatakan sebuah inovasi maka penulis menggunakan 
teori Inovasi menurut Rogers (1983) dengan memperhatikan karakteristik dari inovasi yaitu : 1) 
Keunggulan Relatif, 2) Kompabilitas, 3) Kerumitan, 4) Kemampuan diuji cobakan, dan 5) 
Kemampuan Diamati. Adapun hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: 
1. Keunggulan Relatif  
Sebuah inovasi dibuat tentunya harus memiliki sebuah keungulan atau dengan kata lain 
inovasi yang hadir harus lebih unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil 
penelitian yang peneliti lakukan, Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini memiliki 
keunggulan yaitu, yang pertama program ini wajib dijalankan oleh seluruh perangkat daerah, 
dimana harus bekerja sama dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi 
Utara. Menggunakan data acuan yang dan tentunya program ini mampu menekan angka 
kemiskinan. Yang kedua program ini mendapatkan penghargaan dari Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masuk dalam Top 99 Inovasi 
Pelayanan Publik dan yang ketiga program ini sudah berjalan kurang lebih selama 4 tahun dan 
dapat dilihat hasilnya yang di Publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 
mengalami penurunan setiap tahunnya bahkan Sulawesi Utara merupakan Provinsi yang 
mempunyai data kemiskinan terendah di Kepulauan Sulawesi. 
 
2.  Kompabilitas 
Yaitu inovasi sebaikanya mempunyai sidat kesesuaian dengan iovasi yang digantinya.hal ini 
dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja. Berdasarkan hasil 
penelitian program ini memiliki keseuaian dengan program sebelumnya yaitu menangani 
penanggulangan kemiskinan hanya saja program sebelumnya penanganan tentang 
penanggulangan kemiskinan itu  masih dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah 
sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan masing-masing dengan menggunakan data 
masing-masing, tetapi melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini, perangkat 
daerah lebih terarah lagi dalam menangani masalah kemiskinan karena program ini wajib 
dilaksanakan bersama dengan menggunakan data acuan yang sama. Jadi perangkat daerah 






Yaitu derajat dimana inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan 
digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam  pelaksanaan 
program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini tidak ditemukan kerumitan karena semua 
yang terlibat didalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi 
Utara merupakan perangkat daerah yang pernah menjalankan program penanggulangan 
kemiskinan tetapi dijalankan masing-masing dan semenjak dibuatnya program ini maka 
perangkat daerah lebih mudah dan terarah dalam pemberian bantuan kepada kelompok sasaran 
baik itu bantuan secara langsung maupun tidak langsung. 
 
4. Kemampuan Diuji Cobakan  
Yaitu derajat dimana suatu inovasi dapat diujicobakan dalam waktu tertentu. Jadi agar dapat 
dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan atau 
mendemonstrasikan keunggulannya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa 
dalam pelaksanaan program ini ditetapkan selama 5 tahun sesuai dengan dokumen rencana 
pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahun 2016-2021 dan program ini sudah berjalan 
kurang lebih selama 4 tahun. Seperti yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya, program ini 
wajib dilaksanakan oleh semua perangkat daerah, dan selama kurang lebih 4 tahun pelaksanaan 
program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini angka kemiskinan yang ada Provinsi 
Sulawesi Utara mengalami penurunan. 
 
5. Kemampuan Diamati 
Yaitu derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah 
seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemunngkinan orang atau 
sekelompok orang untuk mengadopsnya. Berdasarkan hasil penelitian, hasil dari program 
Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan ini dapat diamati melalui hasil yang dipublikasikan oleh 
Badan Pusat Statistik yang menunjukkann penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
Utara bahkan program ini menjadi program unggulan sehingga ada beberapa Provinsi di 
Indonesia yang mengadakan studi banding di Sulawesi Utara mengenai program 
penanggulangan kemiskinan karena melihat angka kemiskinan yang menurun setiap tahunnya. 
 
C. Inovasi Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan  
Inovasi Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan  Hasilkan Empowering Berbasis Data 
Terpadu (ODSK Hebat)  merupakan gagasan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 
dalam upaya pemecahan masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan Inovasi 
ODSK Hebat berdasarkan dokumen Strategi Penanggulanngan Kemiskinan Daerah (SPKD) 
“Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)” yang terintegrasi sebagai kebijakan khusus 
pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. SPKD ODSK 
menjabarkan pemetaan wilayah kemiskinan berdasarkan indikator-indikator kemiskinan 
berbasis data terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hasil pemetaan kemudian 
diverifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga menghasilkan data yang 
rinci, update dan akurat yang dapat diakses oleh pengambil kebijakan. Dalam rangka 
pemantapan inovasi ODSK Hebat, Gubernur bersinergi dengan Wakil Gubernur selaku ketua Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemikinan Daerah (TKPKD), dengan Dokumen SPKD ODSK sebagai 
acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota 
se-Sulawesi Utara. Proses penentuan target penerima dilaksanakan berdasarkan proses 
verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim ODSK.  
Inovasi ODSK Hebat wajib dilaksanakan secara sinergis dan terpadu oleh semua perangkat 
daerah dan stakeholder yang terkait serta 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang 
telah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) pelaksanaan ODSK Hebat 
berdasarkan aksi daerah penanggulangn kemiskinan yang didukung oleh Akademisi, Lembaga 
Keagamaan, BUMN, BUMD, pihak Swasta dan Stakeholder lainnya. Inovasi Operasi Daerah 
Selesaikan Kemiskinan terjamin keberlanjutannya sesuai dengan komitmen antara Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Utara sesuai 
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentng Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Tahun 2016-2021. 
 
Dalam pelaksanaan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan kerap ditemui berbagai kendala 
seperti adanya kebijakan pemerintah desa/kelurahan terhadap pembagian bantuan yang tidak 
berdasarkan Basis Data terpadu (BDT) serta kondisi kurang percaya penduduk miskin pada 
pelaksanaan program ODSK karena sebelumnya banyak oknum tidak bertanggungjawab yang 
menyalahgunakan data penduduk miskin. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Perencanaan dan Pembangungan Daerah (Bappeda) 
memberikan pemahaman kepada pemerintah desa/kelurahan mengenai mekanisme pembagian 
bantuan yang harus berdasarkan basis data terpadu dan tidak dipengaruhi kepentingan politik, 
begitunjuga dengan masyarakat penerima bantuann diberikan sosialisasi secara langsung untuk 
meminimalisir penyalahgunaan data mereka. Sumber daya yang digunakan dalam Inovasi 
Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Hasilkan Empowering Berbasis Data Terpadu adalah 
sebagaimana dibawah ini :  
1. Sumber Daya Keuangan : Anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, setiap perangkat 
daerah harus memasukkan program kegiatan yang menunjang Operasi Daerah 
Selesaikan Kemiskinan sesuai dengan amanat money follow priority program; dan 
2. Sumber Daya Manusia : Pimpinan dan staf Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dalam kepengurusan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemisknan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
Keunikan dari Inovasi Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan wajib dilaksanakan secara 
sinergis dan terpadu oleh semua perangkat daerah dan stakeholder yang terkait serta 15 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang telah memandatangani MoU melalui 1822 
pemerintah desa dan kelurahan se-Provinsi Sulawesi Utara dengan metode tinjau langsung 
lapangan dan tindak lanjut kepada perangkat daerah maupun stakeholder yang terkait. Apabila 
penduduk miskin tersebut tidak ditangani melaui program APBN maka dimasukkan dalam 
program APBD, dan jika tidak bisa ditangani melalui program APBN dan APBD maka akan 
ditangani melalui Dana Desa.  
Dalam pelaksanaan Inovasi Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Bappeda sebagai leading 
sektor melibatkan perangkat daerah terkait yang memiliki program penanggulangan 
kemiskinan. Untuk menunjang inovasi tersebut diperlukan basis data terpadu, kendaraan 
sebagai operasional, komputer/laptop, kamera, dan printer.  
Langkah awal pelaksanaan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Hasilkan Empowering  
Berbasis Data Terpadu yakni membangun kembali komitmen bersama pemerintah Sulawesi 
Utara dan pemerintah Kabupaten/Kota melalui MoU terhadap priotitas penanggulangan 
kemiskinan Tim Bappeda Provinsi Sulawesi Utara melakukan koordinasi dengan 
Bappelitbangda Kabupaten/Kota dalam penentuan desa/atau kelurahan yang akan di 
monitoring dan evaluasi, selanjutnya proses tinjau langsung dan melakukan wawancara kepada 
masyarakat miskin menanyakan mengenai program bantuan yang sudah atau belum diterima. 
Hasil peninjauan ini selanjutnya dikoordinasikan dalam Rapat koordinasi lintas perangkat 
daerah. Sebagai tindaklanjut koordinasi tersebut, diharapkan perangkat daerah terkait segera 





1. Komunikasi  
Faktor komunikasi memegang peran penting dalam setiap tahapan pelaksanaan 
Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, karena dengan komunikasi yang baik 
antara para pelaksana dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran akan mendapat 
pemahaman yang jelas terkait kebijakan dan akan mudah dalam pelaksanaannya. Secara 
keseluruhan, faktor komunikasi dalam pelaksanaan program Operasi Daerah Selesaikan ini 
berjalan dengan baik dan efektif. Dapat dilihat dengan hasil yang telah dicapai oleh 
pemerintah daerah yang mampu menekan angka kemiskinan diprovinsi Sulawesi Utara. 





Sumber daya baik itu sumberdaya manusia, sumber daya dana, maupun sumberdaya 
fasilitas sudah memadai. Karena semua implementor yang terlibat dalam Tim TKPKD 
merupakan perangkat daerah yang pernah menjalankan program penanggulangan 
kemiskinan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Merekapun diberikan fasilitas 
sesuai kebutuhan demi kelancaran pelaksanaan dilapangan yang berasal dari APBD 
Provinsi Sulawesi Utara. 
 
3. Disposisi 
Mengenai disposisi sikap baik dari Tim TKPKD sampai kepada implementor dilapangan 
sudah baik. Karena berdasarkan hasil penelitian, semua SKPD yang terlibat dalam prosen 
penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi utara sudah berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing. Setiap implementor mamahami dengan baik arah, maksud, 
tujuan serta substansi dari Program yang dibuat demi kelancaran pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan. Mereka mau menunjukkan kemauan bahkan kesiapan mereka 
dalam menjalankan program tersebut. Jadi dapat disimpulkan sikap dari para pelaksana 
program ini menunjukkan tanggapan yang baik dan positif serta mendukung pelaksanaan 
program demi tercapainya tujuan yang diharapkan. 
 
4. Struktur Birokrasi 
Dalam hal struktur birokrasi peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hal Koordinasi 
sampai pelaksaan Program Penanggulangan Kemiskinan sudah baik karena sudah sangat 
jelas pembagian system dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Gubernur. Struktur 
Birokrasinya tersusun dengan baik  sesuai dengan SOP bahkan tugas pokok dan fungsinya 
masing.masing. 
 
Sementara untuk inovasi berdasarkan hasil penelitian inovasi dalam hal ini merupakan 
inovasi pemerintah daerah dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan melalui 
program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. Dengan melihat beberapa karaktaristik sebagai 
berikut.  
1. Keunggulan Relatif 
Keunggulan dalam program ini adalah dilaksanakan secara Bersama-sama oleh seluruh 
perangkat daerah yang ada diprovinsi Sulawesi Utara bahkan program ini mendapatkan 
perhargaan oleh Gubernur Award dan Top 99 SINOVIK yang diselenggarakan oleh 
Kemenpan-RB. 
2. Kompabilitas 
Inovasi program ini memiliki kesesuaian dengan program sebelumnya yang sama-sama 
menangani penanggulangan kemiskinan tetapi yang sebelumnya ditangani sendiri-sendiri 
oleh SKPD yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan tetapi sekarang sudah 
ditangani secara bersama-sama dengan data acuan yang sama.  
3. Kerumitan 
Secara keseluruhan program ini dapat dimengerti oleh pelaksana dan tidaklah rumit tetapi 
terkendala dengan dana yang terbatas dan orang yang mengupdate data kemiskinan.  
4. Kemampuan Diuji Cobakan 
Program ini sudah dijalankan kurang lebih 4 tahun setelah ditetapkannya program ini dalam 
peraturan gubernur sulawesi utara.  
5. Kemampuan Diamati 
Program ini dapat kita lihat lewat angka kemiskinan yang setiap tahunnya menurun 
sebagaimana yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. 
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